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ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan pemaknaan open
legal policy berupa penambahan norma baru klasifikasi pengecualian perkara open
legal policy yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI1/2022. Rumusan masalah yang diangkat dalam
skripsi ini yaitu bagaimana perkembangan konsep open legal policy di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia dan bagaimana perkembangan pemaknaan konsep
open legal policy pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan yakni UUD 1945 dan UU MK,
pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep open legal policy, case approach
yakni pendekatan pada kasus Putusan MK No 112/PUU-XX/2022 dan pendekatan
komparatif yakni dikomparasikan dengan negara Amerika Serikat. Bahan hukum
yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan
(library research). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif yang
mengacu pada UUD 1945 dan UU MK kemudian disajikan secara deduktif yakni
membahas open legal policy di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan open
legal policy dalam Putusan MK No 112/PUU-XX/2022 untuk menjawab rumusan
masalah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat klasifikasi pengecualian open
legal policy yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi mulai tahun 2005 hingga
sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX1/2022 vyakni
melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable ranah
kelembagaan, aturan tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan problematika
kelembagaan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock),
menimbulkan konstitusionalitas warga negara, menghambat pelaksanaan Kinerja
lembaga negara yang bersangkutan, bertentangan dengan hak politik, bertentangan
dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-
undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan
UUD 1945. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-
XX1/2022 terdapat penambahan norma baru klasifikasi pengecualian open legal
policy yang dapat diadili di mahkamah konstitusi yakni ketidakadilan yang
intolerable ranah 'individu dan' menimbulkan. persoalan ' yang ‘menyebabkan
ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang
bersifat substantif.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan: Pertama,
mendorong Mahkamah Konstitusi untuk lebih teliti dalam memeriksa perkara open
legal policy apakah perkara tersebut masuk klasifikasi pengecualian open legal
policy ataukah tidak. Kedua, Merevisi UU MK dengan menambahkan norma open
legal policy sebagai upaya kepastian hukum manakala Mahkamah Konstitusi
mengadili perkara open legal policy yang serupa.
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